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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang 

telah dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan sknpsi yang 

berjudul, “PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA DI 

PT. PUSRI DAN PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG 

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH”. Salawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan bagi Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya

sampai akhir zaman.

Serikat Pekerja merupakan suatu Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan

untuk pekeija/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna mempeijuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Peijuangan pekerja untuk menuntut hak-haknya seperti kenaikan upah, jaminan 

sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, tunjangan hari raya dan hak-hak lainnya 

disuarakan melalui serikat pekerja. Serikat Pekeija PT. Pusri dan PT. Pertamina Unit 

Pemasaran II Palembang sebagai organisasi perusahaan BUMN yang besar dan 

terkemuka di kota Palembang, telah berusaha untuk melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban serikat pekerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 

21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta 

dari berbagai pihak, khususnya Bapak H. Zulkamain Ibrahim, S.H, M.Hum. selaku 
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dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skrpsi ini masih jauh

dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu saran dan

kritik sangatlah diharapkan, serta akan diterima dengan senang hati.
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Palembang, Februari 2008

Penulis
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar tahun 1945 secara mumi dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tata pergaulan atau 

kehidupan di tempat keij a/perusahaan yang lazim disebut hubungan industrial sebagai 

salah satu aspek tersebut juga harus ditata sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila

idan Undang-Undang Dasar 1945.

Warga Negara mempunyai persamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dalam 

satu organisasi. Pekeija sebagai warga Negara mempunyai hak untuk menjadi

anggota suatu organisasi yaitu serikat pekerja. Hak ini merupakan hak asasi yang 

sudah dijamin dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.2

Hak atas kebebasan berserikat sebagai hak dasar bagi pekeija untuk

berorganisasi diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya 

pada para pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota suatu serikat pekerja.

Dalam hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pekeija berhak

Zainal asikin, et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada, Cet 4, 
Jakarta, 2002, hlm. 191.

2 Pasal 28 E ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “setiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ”

1
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untuk mendirikan serikat pekeija dengan bebas, mandiri dan demokratis. 

Serikat pekeija merupakan aspek penting dalam dunia ketenagakeijaan, khususnya 

dalam memperjuangkan berbagai macam kepentingan pekeija yang sering berada 

pada posisi yang lemah.3 Sebagai contoh, pekeija yang di PHK menginginkan 

perusahaan membayar uang pesangon mereka secepatnya, maka dari itu diperlukan 

serikat pekerja untuk mewakili para pekerja untuk menuntut hak mereka kepada 

perusahaan.

Pekeija memiliki partisipasi dalam kerangka turut andil dalam pengambilan 

kebijakan. Partisipasi pekeija tersebut diletakkan di bawah dua level yaitu, pertama : 

peningkatan partisipasi dalam Negara dan masyarakat, pekerja memiliki hak untuk 

ambil bagian dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis yang memayungi gerak 

industrialisasi, kedua : di tingkat mikro, skema partisipasi dapat dikembangkan 

melalui penguatan peijanjian keija bersama (PKB). Apabila skema ini beijalan 

dengan demokratis, akan bisa diharapkan menjadi semacam pengikat dan dasar

hukum. Hal ini berguna untuk mencegah mekanisme yang merugikan satu pihak dan 

sebaliknya merugikan pihak lain.4

Aturan Internasional yang secara khusus menjamin tentang kebebasan pekerja 

dalam berserikat guna mempeijuangkan hak-hak pekerja dari eksploitasi pengusaha 

bahkan konspirasi antara pengusaha dengan pengusaha diatur dalam pasal 1, 2, 3 dan

3 Bahder Johan Nasution., Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, 
Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 4.

4 Agung wibawanto, et al, Siasat Buruh Di Bawah Represi, Lapera, Yogyakarta, 1998, hlm
34
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4 Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 87 Tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98 

tentang berlakunya Dasar-Dasar Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding 

bersama yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Konvensi 

tersebut memuat isi sebagai berikut5:

1. Menjamin kebebasan buruh untuk masuk serikat buruh

2. Melindungi buruh terhadap campur tangan (intervention) pengusaha dalam 

mendirikan, cara bekeija serta cara mengurus organisasi buruh

3. Menjamin penghargaan hak berorganisasi

4. Menjamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan sukarela untuk

dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjianmengatur syarat-syarat

perburuhan

Konvensi ini pada hakikatnya memberikan jaminan yang seluas-luasnya 

kepada organisasi buruh untuk mengorganisasikan dirinya dan untuk bergabung 

dengan federasi-federasi, konfederasi, dan organisasi apapun dan hukum Negara tidak 

boleh menghalangi jaminan berserikat pada buruh sebagaimana diatur dalam 

konvensi tersebut.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang 

Serikat Pekeija/Serikat Buruh untuk menjamin hak berserikat bagi para pekerja. 

Undang-Undang ini menganut multy union system yakni memberikan kebebasan

5 Payaman Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, PT. Sinar Multi Press, Jakarta, 
2003, hlm. 252
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kepada pekeija/buruh untuk membentuk serikat pekeija/buruh. Ketentuan ini 

memungkinkan dalam satu perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekeija/buruh.6

Keberadaan aturan hukum ini dengan segala kemudahan untuk mendirikan 

organisasi pekeij a dan memberikan angin segar bagi pekeija/buruh untuk berserikat 

dan berorganisasi guna mempeijuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka dan 

perbaikan nasib pekeij a. Pembentukan serikat pekeij a/serikat buruh haruslah atas 

kehendak bebas dari pekeija/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, 

pemerintah, partai politik atau pihak manapun juga.

Serikat pekeij a seharusnya didirikan dengan mengedepankan prinsip 

demokrasi yang dibentuk dari untuk dan oleh pekeij a dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Disamping tujuan utama tersebut, serikat 

pekerja harus bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 

kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekeija/buruh dan 

keluarganya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000).

Serikat pekeij a berfungsi sebagai sarana untuk mempeij uangkan kepentingan 

dan meningkatkan kesejahteraan pekeij a dan keluarganya serta sebagai 

aktualisasi dan sosialisasi diri pekeija sebagai anggota masyarakat. Namun dalam 

menggunakan hak tersebut pekeija tetap harus bertanggung jawab untuk menjamin 

kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, 

penggunaan hak tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial

sarana

6 Maimun , Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
hlm. 24
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pancasila. Hal ini berguna agar supaya tercapai keseimbangan antara kepentingan 

pekerja, pengusaha dan pemerintah. Tidak hanya perubahan sikap mental dan sikap 

sosial pelaku-pelakunya yang dibutuhkan dalam mengembangkan hubungan 

industrial ini, tetapi juga diperlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang 

pengelolaan organisasi pekeija.

Serikat pekerja sebagai sarana aspirasi pekerja harus mampu melindungi dan 

mempeij uangkan kepentingan pekeija. Pengusaha dan pekeija mempunyai 

kepentingan yang sama atas kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Atas dasar 

kesamaan kepentingan tersebutlah maka saran-saran pekerja perlu didengarkan, 

serikat pekeija di perusahaan juga perlu diikutsertakan pada pengambilan keputusan.

Serikat pekeija sebagai pihak yang terlibat dalam peijanjian ketenagakeijaan 

antara pengusaha dan serikat pekeija juga dapat berperan secara optimal dalam 

mempeij uangkan nasib dan kepentingan pekeija. Peranan serikat pekeija sebagai 

suatu wadah tempat aspirasi dari pekeija ditampung lalu kemudian direkomendasikan 

kepada perusahaan. Selain itu, serikat pekerja mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam melindungi hak dan kepentingan pekeija, memperjuangkan apa yang 

menjadi hak-hak pekerja, meningkatkan derajat dan martabat pekerja, meningkatkan 

kedudukan dan partisipasi serta tanggung jawab pekerja dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara8.

7 Bahder Johan Nasution. op. cit. hlm. 5
8 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 135
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Perlindungan serikat pekerja seperti yang telah diamanatkan dalam Undang- 

No. 21 Tahun 2000 diharapkan dapat dilaksanakan dengan seharusnya 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut agar nasib para pekerja lebih 

diperhatikan dan dilindungi dari tindakan pengusaha yang sewenang-wenang. Dalam 

hal ini serikat pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan 

kewajiban ini diatur dalam Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 21 tahun 2000. 

hak-hak serikat pekerja antara lain membuat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan 

pengusaha, mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial dan 

mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, serikat pekerja juga berhak 

untuk berafiliasi dan bekerja sama dengan serikat pekerja internasional lainnya. 

Sedangkan kewajiban serikat pekerja adalah memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan anggota serikat pekerja dan keluarganya dan melindungi serta membela 

anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan serikat pekerja.

Setiap pekerja selalu mengharapkan kesejahteraan, Serikat Pekerja Pupuk 

Sriwijaya (SPPS) maupun Serikat Pekerja PT. Pertamina Unit Pemasaran II 

Palembang (SPP-UPms II) sebagai serikat pekerja yang berdiri dalam perusahaan 

yang berbentuk BUMN juga harus bijaksana dalam menghadapi masalah 

ketenagakerjaan yang terjadi. Misalnya, pekerja menginginkan kenaikan gaji, di satu 

pihak, serikat pekerja berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 

pekerja, dan dilain pihak serikat pekerja juga harus dapat melihat keadaan 

perusahaan. Dengan demikian untuk mengetahui hal ini perlu dilakukan penelitian 

hukum yang bersifat yuridis sosiologis dengan maksud untuk mengetahui

Undang
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permasalahan yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekeija di 

PT.Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis berupaya untuk mengangkat masalah mengenai 

pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekeija seperti yang tertuang sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekeija di PT. Pusri

Palembang dan PT. Pertamina UPms II Palembang ?

Faktor apakah yang menghambat serikat pekeija dalam mempeijuangkan2.

hak-hak pekeija di perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Tujuan objektif

a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekeija

menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekeija/Serikat Buruh di PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina

UPms II Palembang

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serikat pekeija 

menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat 

pekeija/Serikat Buruh di perusahaan PT. Pusri Palembang dan PT. 

Pertamina UPms II Palembang
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2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penyusunan penulisan hukum, 

sebagai bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Saijana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam pengembangan ilmu

hukum yang berkaitan dengan ketenagakeijaan khususnya mengenai pelaksanaan hak

dan kewajiban serikat pekerja dalam beberapa perusahaan BUMN di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan dimasa 

yang akan datang terutama yang berkaitan dengan peleksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

kredibilitas pekerja.
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b. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan referensi dan bahan perbandingan 

berhubungan dengan masalah pelaksanaan hak dan kewajiban serikatyang

pekerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan data hasil 

wawancara dan studi kepustakaan yang kenyataannya disesuaikan dengan 

prakteknya di dalam masyarakat.9 Dengan kata lain data penelitian diambil

langsung dari sumber yang pertama, dalam hal ini pada serikat PT. Pusri dan

PT. Pertamina UPms II Palembang.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui:

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, pengambilan 

data primer dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lokasi 

penelitian yaitu perusahaan BUMN PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina

9 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Citra, Jakarta, 2004, hlm. 12
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UPms II Palembang untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan, 

dikarenakan PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang berkantor di

daerah tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan sebagai panduan dari

wawancara yang bersifat terbuka secara garis besar saja sehingga tidak

menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan lain sepanjang berhubungan

dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sample yang digunakan adalah non- 

probability sampling, dengan jenis sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Non probability sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel 

dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua individu dalam 

populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Sedangkan jenis sampel 

purposive yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian
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subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri 

responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.10

6. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan responden sebagai berikut:

a. pengurus serikat pekeija di PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II

Palembang

b. pihak manajemen perusahaan PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II

Palembang

c. karyawan/pekeija PT. Pusri dan PT. Pertamina Palembang

Hal ini dikarenakan PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina UPms II

Palembang merupakan perusahaan BUMN yang besar dan terkemuka

di kota Palembang.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, data yang

diperoleh akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas

kebenarannya. Selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif 

untuk menggambarkan secara tepat dan rinci mengenai pelaksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerja menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2000

10 ibid, hlm. 87
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tentang Serikat Pekeij a/Serikat Buruh di PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms

II Palembang.
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